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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

 Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah:286)

 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas

Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

Seiring ungkapan rasa syukur, dengan segala kerendahan hati Tugas Akhir ini

saya persembahkan untuk:

 Orang Tuaku tersayang yang tiada surut memberi kasih sayang dengan tulus,

mengiringi setiap langkahku dengan doa dan telah membimbing serta

mengarahkanku dalam menjalani hidup.
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ABSTRAK

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2011-2013
DI KPP PRATAMA PURWOREJO

Oleh:

Febrilya Sari Dewi

11409134054

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Tingkat kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPTTahunan PPh tahun pajak 2011-
2013 di KPP Pratama Purworejo, (2) Hambatan-hambatan dalam pelaporan SPT
Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo, (3) Upaya yang
dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data
dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis deskriptif
kuantitatif dengan cara membandingkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang
melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh, kemudian dikonsultasikan dengan Norma Absolut
Skala Lima. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat
penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai upaya peningkatan kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama
Purworejo tahun pajak 2011-2013 adalah 63,41%, 69,70% dan 74,22% yang
menunjukan bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya, (2) Hambatan-hambatan
dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yaitu ada WP yang terlambat atau tidak
melaporkan SPT Tahunan dan ada WP yang kurang teliti atau kurang paham
mengenai pelaporan SPT Tahunan PPh, (3) Upaya yang dilakukan KPP Pratama
Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu
memberikan penyuluhan tentang perpajakan, memberikan surat himbauan dan
mengatasi terbatasnya SDM di KPP Pratama Purworejo dengan adanya dropbox dan
partisipasi dari mahasiswa magang.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang

tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang

memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka

pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara. Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak

mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum”. Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak

merupakan sumber dana utama untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan nasional.

Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber penerimaan Negara

yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah

melalui Kementrian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus

berusaha agar penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya  dapat

tercapai. Seiring dengan perkembangan yang ada, terdapat masalah yang timbul

sehingga menuntut adanya penyempurnaan Undang-undang Perpajakan agar

pajak dapat lebih diterima masyarakat.
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Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu mengubah

Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Self Assessment

System merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan

melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT). Pada hakikatnya, wajib pajak lebih mengetahui seberapa

besar penghasilan yang diperoleh sehingga besarnya pajak yang harus dibayar

dapat wajib pajak perhitungkan sendiri.

Dalam pelaporan pajak saat ini kenyataannya masih belum sesuai dengan

harapan pemerintah. Ada Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Banyak Wajib Pajak yang

mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini

dikarenakan masyarakat merasa terpaksa untuk membayar pajak sehingga

mereka tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri sendiri.

Masalah lain yang timbul yaitu terdapat hambatan-hambatan dalam

pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Banyak Wajib Pajak yang

kurang paham mengenai prosedur dan tata cara melaporkan SPT yang baik dan

benar. Ada sebagian Wajib Pajak yang paham mengenai SPT tetapi saat

pengisian SPT, mereka kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh bahkan

terdapat SPT yang tidak lengkap. Mereka beranggapan bahwa pelaporan SPT

Tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui Undang-
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undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar

Wajib Pajak.

Terbatasnya sumber daya manusia juga mempengaruhi kepatuhan Wajib

Pajak. Sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan jumlah Wajib Pajak

yang semakin tahun semakin bertambah. Terbatasnya sumber daya manusia ini

menyebabkan Wajib Pajak merasa kurang puas dengan pelayanan yang ada.

Selain itu, sumber daya manusia juga menyebabkan pengawasan terhadap Wajib

Pajak kurang maksimal karena tidak dapat terkontrol dengan baik.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dirasa belum

maksimal. Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajakdalam pelaporan SPT harus ditingkatkan

agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Pelaporan SPT ini menjadi

indikator presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat

kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo dengan judul

“EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK

PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2011-2013 DI KPP PRATAMA

PURWOREJO”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa identifikasi

masalah sebagai berikut:

1. Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi.

2. Ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prodesur

dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Purworejo.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memperjelas arah dan tujuan dari

suatu masalah yang akan diteliti sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. Untuk

mengarahkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan,

maka peneliti membatasi masalah hanya pada tingkat kepatuhan wajib pajak

orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak

2011-2013 serta upaya yang dilakukanKantor Pelayanan Pajak Pratama

Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

pelaporan SPT Tahunan PPh.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah

yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan

SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo?

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun

pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT

Tahunan PPh?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan

PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.

2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama

Purworejo.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.
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F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi Program Studi Akuntansi

Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

b. Sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut

dalam bidang yang sama yaitu Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-

2013 di KPP Pratama Purworejo.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi pemimpin Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

dan menjadi bahan pertimbangan dalam hal peningkatan kepatuhan wajib

pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak mempunyai definisi yang berbeda-beda menurut sudut

pandang yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya definisi

tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mendefinisikan pengertian

pajak agar lebih mudah dipahami.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana

telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal

balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan

dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Rachmat Soemitro,

(Abdul Rahman, 2010:15) “Pajak adalah iuran kepada kas negara
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berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Waluyo dan Wirawan,

2010:5) mengemukakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau

barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam

mencapai kesejahteraan umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-

ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1) Iuran kepada rakyat kepada negara.

2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan

yang sifatnya dapat dipaksakan.

3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investment.
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b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardismo (2011:1), yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluara unnya.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), pajak dapat dikelompokkan menjadi

tiga kelompok sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib

Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
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b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas

Barang Mewah dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak

Daerah terdiri atas:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran

dan Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) adalah

sebagai berikut:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh Wajib Pajak.
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Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

b) Wajib Pajak bersifat pasif

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang.

Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri.

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.
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e. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan,

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu

tahun. Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2013:74),

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek

Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu

tahun pajak”.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Anastasia Diana dan Lilis

Setiawati (2010:163), “Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam

Tahun Pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan

tersebut disebut sebagai Wajib Pajak”.

Dari kedua pengertian pajak penghasilan tersebut dapat disimpulkan

bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat yang dikenakan dan harus ditanggung oleh subjek pajak

(yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan

perpajakan) atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.
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f. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17 UU PPh

Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

Tabel 1. Tarif PPh WPOP Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 5%
Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan
Rp250.000.000,00

15%

Diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan
Rp500.000.000,00

25%

Diatas Rp500.000.000,00 30%
(Sumber: Mardiasmo, 2011:9)

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Pada umumnya kepatuhan Wajib Pajak diukur dari ketaatannya

dalam membayar dan melaporkan pajaknya, telah dilakukan dengan benar

sesuai peraturan yang berlaku atau belum.

Kepatuhan terdapat dua macam, yaitu kepatuhan formal dan

kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana

Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah

suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya
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memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi Undang-

undang.

Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh.

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan

pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain:

(1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua

jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

(2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

(3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

(4) Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan

pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-

masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

(5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir

diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa
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pengecualian atau pendapat dengan perkecualian sepanjang tidak

mempengaruhi laba rugi fiskal.

b. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak menurut Anastasia Diana dan Lilis

Setiawati (2010:1), “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pengertian diatas, Wajib

Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di

atas pendapatan tidak kena pajak (PKP) dan diwajibkan memiliki nomor

pokok wajib pajak (NPWP).

c. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:

1) WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang hanya

menerima/memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja

atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas.

Contohnya: PNS dan non PNS.

2) WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang

menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau

penghasilan lainnya. Contoh penghasilan dari usaha, yaitu dagang,

jasa dan industri. Sedangkan contoh pekerjaan bebas, yaitu dokter,

pengacara, konsultan, arsitek, dll.
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d. Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah

menilai tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut

ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

hak dan kewajiban perpajakan. Atau menilai tingkat ketaatan Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan

hak perpajakannya.

3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2011:31),

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak,

objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Anastasia Diana dan Lilis

Setiawati (2010:121), “Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan

oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan”.
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b. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk

suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang hanya ada pada Pajak

Penghasilan. Surat Pemberitahuan Tahunan dalam Pasal 1 (UU No.28

Tahun 2007) menyebutkan, “SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan

untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.

c. Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Herry Purwono (2010:33)

adalah sebagai berikut:

1) Bagi Wajib Pajak jenis Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung

jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan

untuk melaporkan tentang :

a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam

satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek

pajak.

c) Harta dan Kewajiban

d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan

atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu
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Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-

jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk

melaporkan tentang:

a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam

satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-

jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya.

d. Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2011:32), prosedur penyelesaian SPT adalah

sebagai berikut:

1) Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil seandiri

SPT di tempat yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak atau

mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak dapat
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mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs

Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir SPT tersebut.

2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan

jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,

angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta

menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib

Pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak.

3) Wajib Pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang

selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia

dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda

tangan stampel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya

memiliki kekuatan hukum yang sama.

5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:

a) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan

Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta

keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung

berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
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b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar

Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan

yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.

c) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan:

perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak

yang bersangkutan.

e. Jenis Formulir SPT Tahunan PPh

Formulir dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi

terbagi menjadi 3, yaitu:

1) Orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan antara lain dari

usaha dan/atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan

1770.

2) Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari suatu pemberi

kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan lainnya

yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir

SPT Tahunan 1770 S.

3) Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari hanya satu

pemberi kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi

Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tidak mempunyai

penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi,

wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 SS.
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f. Batas Waktu Pelaporan SPT

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang

Pribadi menurut Mardiasmo (2011:35), “Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan

setelah akhir Tahun Pajak”.

g. Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan

1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu

yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian

Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda

sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi.

2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan

sanksi pidana apabila dilakukan prtama kali oleh Wajib Pajak dan

Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang

beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak

yang kurang bayar.

3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling

singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun
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penjara dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah

pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

B. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling potensial dan

merupakan sumber pendanaan utama  yang digunakan untuk menjamin

ketersediaan dana bagi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam

peningkatan penerimaan pajak. Pengkajian terhadap faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan sehingga kesadaran

terhadap wajib pajak dapat ditingkatkan.

Dalam penerimaan pajak saat ini kenyataannya masih belum maksimal.

Banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan

membayar pajak.Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terpaksa untuk

membayar pajak sehingga mereka tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri

sendiri.Masalah lain yang timbul yaitu terdapat hambatan-hambatan dalam

pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Banyak wajib pajak yang

kurang paham mengenai prosedur dan tata cara melaporkan SPT yang baik dan

benar.

Terbatasnya sumber daya manusia juga mempengaruhi kepatuhan Wajib

Pajak. Sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan jumlah Wajib Pajak
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yang semakin tahun semakin bertambah. Terbatasnya sumber daya manusia ini

menyebabkan Wajib Pajak merasa kurang puas dengan pelayanan yang ada.

Selain itu, sumber daya manusia juga menyebabkan pengawasan terhadap Wajib

Pajak kurang maksimal karena tidak dapat terkontrol dengan baik.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dirasa belum maksimal

karena masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena

itu, kepatuhan wajib pajakdalam pelaporan SPT harus ditingkatkan agar

pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Pelaporan SPT ini menjadi

indikator presentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat

kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak harus dilakukan dengan

berbagai perbaikan pelayanan serta sosialisasi kepada Wajib Pajak, kondisi

sistem administrasi perpajakan suatu negara, penegakkan hukum perpajakan,

pemeriksaan pajak dan tarif pajak, fasilitas dan pengendalian menjadi hal yang

sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal perpajakan sehingga

tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika faktor kepatuhan Wajib Pajak bisa

diperbaiki, diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban

pajaknya.
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C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan

SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo?

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2011-

2013 di KPP Pratama Purworejo?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan?
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang

terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.25 Purworejo yang dilaksanakan pada  03

Februari – 28 Februari 2014.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek : Pegawai Bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Objek : Wajib Pajak Orang Pribadi

C. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis mengenai masalah

yang bersifat aktual, kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Kesimpulan yang diberikan harus selalu jelas dasar faktualnya sehingga

semuanya dapat dikembalikan pada data yang diperoleh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir, data merupakan suatu hal yang penting

karena data yang benar, relevan, jelas dan lengkap akan membantu

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh.
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Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu:

1. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat,

menggandakan, membaca dan mempelajari dokumen atau arsip yang

diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Digunakan untuk

mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun pajak 2011-2013.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data ini dengan cara tanya jawab kepada

pegawai Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo.

digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi hambatan-hambatan dalam

pelaporan Surat Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan dan upaya yang

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif

kuantitatif yaitu metode yang berhubungan langsung dengan jumlah atau angka-

angka yang diteliti yaitu mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang

terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang

melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu.
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Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu metode yang bersifat penjelasan dan

keterangan pelengkap mengenai hambatan yang mempengaruhi tingkat

kepatuhan dan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

pelaporan SPT Tahunan PPh.

Analisis deskriptif kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 dapat

dihitung dengan rumus:

x 100%

Sumber: KPP Pratama Purworejo

Keterangan:

Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu:

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu

Jumlah WP OP terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh:

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib melaporkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 dapat di identifikasikan
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dengan pedoman konversi. Pedoman konversi yang digunakan adalah sebagai

berikut:

Tabel 2. Norma Absolut Skala Lima

Tingkat Penguasaan Skor Standar
90-100% Sangat Tinggi
80-89% Tinggi
65-79% Cukup
55-64% Kurang
0-54% Rendah

Sumber: Wayan Nurkancana dan Sunartana (1992:92)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo sebelumnya merupakan

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purworejo (KPPBB) yang

melayani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB. Untuk

pemungutan pajak PPh daerah Purworejo  menjadi wewenang Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Kebumen dan sebagian Karipka Yogyakarta.

Pada pertengahan tahun 2008 dengan adanya moderenisasi di

bidang perpajakan maka terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak baru di

setiap daerah termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo.

Dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak baru bertujuan untuk

mengoptimalkan penggalian potensi dan basis di bidang perpajakan.

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo merupakan

penggabungan dari sebagian wilayah kerja KPP Pratama Kebumen,

sebagian KPPBB Purworejo dan sebagian Karipka Yogyakarta sehingga

wilayah kerjanya meliputi wilayah administrasi seluruh Kabupaten

Purworejo.
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Pada tahun 2013 dengan adanya Undang-Undang Pendapatan

Retribusi Daerah (UUPDRD) maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Purworejo tidak melayani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga

hanya melayani Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) untuk wilayah Kabupaten Purworejo.

b. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo meliputi

satu wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Purworejo yang terdiri atas 6

kecamatan terbagi menjadi 494 desa/kelurahan.

Kabupaten Purworejo terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian

selatan dan terletak pada jalur penghubung lintas selatan antara

Yogyakarta dan Kebumen. Berada antara109° 47’ - 110° 08’ 20” Bujur

Timur dan 07° 32’ 00” - 07° 54’ 00” Lintang Selatan, dengan luas

wilayah 1.034,82 Km2 atau 103.481,77 Ha. Wilayah yang berbatasan

dengan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara :Kabupaten Wonosobo (KPP Pratama Temanggung)

Sebelah Timur :Kabupaten Magelang (KPP Pratama Magelang) dan

Kabupaten Kulon Progo – DIY (KPP Pratama Kulon

Progo)

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen (KPP Pratama Kebumen)
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c. Visi, Misi, Tujuan dan Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

1) Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

“Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem

administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya

masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi”

2) Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

“Menghimpun penerimaan Negara berdasarkan Undang-undang

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara melalui sistem

perpajakan yang efektif”

3) Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

a) Meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam rangka

penerimaan pajak dan mewujudkan masyarakat yang sadar dan

peduli pajak.

b) Meningkatkan penggalian potensi perpajakan melalui

ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mencapai target penerimaan

pajak yang telah ditetapkan.

c) Meningkatkan sistem informasi yang handal untuk mencegah

terjadinya manipulasi perpajakan.

4) Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

“Bersama Pajak Membangun Bangsa”
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d. Makna Logo KPP Pratama Purworejo

Gambar 1. Logo KPP Pratama Magelang

1) Keterangan umum

Motto : Negara Dana Rakca

Bentuk : Segi lima

Tata Warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau

Lukisan : Padi sepanjang 17 butir, kapas sepanjang 8 butir

terdiri dari  empat buah berlengkung empat dan

empat buah berlengkung lima, sayap dan gada

2) Makna logo

Padi dan kapas :Melambangkan cita-cita, upaya kita untuk

mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus

diberi arti sebagai tanggal lahir bangsa Indonesia

Sayap :Melambangkan ketangkasan dalam

menjalankan tugas

Gada :Melambangkan daya upaya menghimpun,

mengerahkan, mengamankan keuangan Negara
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Ruang segi lima :Melambangkan dasar Negara Pancasila

Secara garis besar makna dari lambang tersebut merupakan

ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan

dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementrian

Keuangan.

e. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Purworejo

1) Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo  merupakan

instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah

naungan DJP dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II.

2) Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 67/PMK.01/2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan

pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak
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Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Purworejo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan

potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendapatan

objek dan subjek pajak.

b) Penetapan dan penerbitan produk hukum pajak.

c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan

dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat

lainnya.

d) Penyuluhan perpajakan.

e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

f) Pelaksanaan ekstensifikasi.

g) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

h) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

j) Pelaksanaan kosultasi perpajakan.

k) Pelaksanaan intensifikasi.

l) Pembetulan ketetapan pajak.

m) Pelaksanaan administrasi kantor.
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f. Kebijakan dan Program yang Diterapkan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Purworejo

1) Kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Kebijakan adalah suatu hal yang sudah disepakati oleh pihak-

pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk

dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan. Adapun

kebijakan yang diambil oleh KPP Pratama Purworejo adalah sebagai

berikut:

a) Peningkatan kualitas pelayanan

b) Pencapaian rencana penerimaan pajak

c) Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak

d) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional.

2) Program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Program adalah kumpulan dari kegiatan nyata, sistematik dan

terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan instansi

pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai tuuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Program yang ditetapkan oleh KPP Pratama

Purworejo yaitu:

a) Peningkatan sarana dan cetak biru MSDM

b) Peningkatan Kualitas Pelayanan

c) Intensifikasi Perpajakan melalui Pemeriksaan

d) Ekstensifikasi Perpajakan



36

e) Penagihan Piutang Pajak

f) Optimalisasi Pengawasan dan Konsultasi Wajib Pajak.

g. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

KMK.55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak,

Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan

Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi

Perpajakan disebutkan bahwa KPP Pratama terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum

2) Seksi Pelayanan

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

4) Seksi Penagihan

5) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

6) Seksi Ekstenfikasi Perpajakan

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

9) Kelompok Jabatan Fungsional
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STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Purworejo
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h. Job Description Personel Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

1) Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas

yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo sesuai

dengan kebijakan, keputusan, dan arahan dari Direktur Jendral Pajak

serta mengkoordinir pelaksanaan tugas para Kepala Seksi di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

2) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum Melaksanakan tugas pelayanan

kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan

kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk

menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Purworejo. Sub Bagian Umum terdiri dari:

a) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengurusan

administrasi persuratan serta pengaturan jadwal kegiatan

pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian yang mempunyai tugas

membantu urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.

c) Pelaksana keuangan yang mempunyai tugas membantu urusan

keuangan.

d) Pelaksana Rumah Tangga yang mempunyai tugas membantu

urusan rumah tangga dan perlengkapan.
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3) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan

pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak,

penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak. Seksi

Pelayanan terdiri dari:

a) Pelaksana Pelayanan terpadu yang mempunyai tugas membantu

urusan penerimaan Surat Pemberitahuan, Surat Wajib Pajak

lainnya serta melakukan pelayanan pendaftaran, pemindahan,

dan pencabutan identitas wajib pajak.

b) Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak yang mempunyai tugas

membantu urusan penelitian SPT Tahunan PPh dan penyelesaian

permohonan penyampaian SPT Tahunan PPh.

c) Pelaksana Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak yang mempunyai

tugas membantu urusan tata usaha penerbitan SKP dan kearsipan

berkas Wajib Pajak.

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian

informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan

dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing

serta penyiapan laporan kinerja. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

terdiri dari:
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a) Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi I yang mempunyai

tugas membantu melakukan pengolahan data dan informasi serta

pembuatan monografi pajak.

b) Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi II yang mempunyai

tugas membantu pelaksanaan dukungan teknis komputer.

c) Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi III yang mempunyai

tugas membantu melakukan urusan penggalian potensi

perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

5) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan urusan

penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan

pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta

penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang

berlaku. Seksi Penagihan terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a) Pelaksana Tata usaha Piutang Pajak yang mempunyai tugas

membantu urusan penatausahaan piutang pajak, pengusulan

penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.

b) Juru Sita Pajak yang mempunyai tugas membantu penyiapan

surat teguran. Surat paksa, surat perintah penyitaan, sita, usulan

lelang, dan sukungan penagihan lainnya.
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6) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan

pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan

perpajakan lainnya. Seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Pemantauan dan penatausahaan Masa PPN dan PPnBM.

b) Penerimaan, penata usahaan, dan pengecekan SPT PPN, PPn BM

dan PTLL.

c) Menelaah dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena

pajak dan kepatuhan SPT Masa PPN, PPnBM dan PTLL.

d) Mengkonfirmasi faktur pajak.

e) Verifikasi atas SPT Masa PPN, PPnBM, dan PTLL, Pengusaha

kena Pajak tidak terdaftar dan yang memasukan SPT Masa.

7) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas

melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari

pihak ketiga, pendataan obyek dan subjek pajak, penilaian obyek

pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang

berlaku.
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8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) mempunyai tugas

Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib

Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis

perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib

Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan

intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan

ketentuan yang berlaku. Seksi ini terdiri dari:

a) Account Representative (AR) Pelaksanaan Tata Usaha dan

Restitusi serta Rekonsiliasi yang mempunyai tugas membantu

urusan penata usahaan penerimaan pajak, pembukuan restitusi,

pembuatan register pemindah bukuan, pengolahan dan penata

usahaan bermacam-macam penerimaan pajak, penyiapan Surat

Keputusan Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak serta

Rekonsiliasi Penerimaan Pajak, pengolahan, dan Penyaluran SSP

serta Perhitungan Pajak.

b) Account Representative (AR) Pelaksana Keberatan PPh yang

mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan,

penyusunan uraian banding, peninjauan kembali dan senketa

PPh.

c) Account Representative (AR) Pelaksanaan Keberatan PPN dan

PTLL yang mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian
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keberatan, penyusunan uraian, banding, peninjauan kembali,

sengketa PPn, PPnBM, dan PTLL.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya. Jabatan fungsional pemeriksaan berkoordinasi

dengan seksi pemeriksaan sedangkan jabatan fungsional penilai

berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

b) Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional

senior yang ditunjuk oleh Kanwil sebagai Supervisor atau Kepala

KPP yang bersangkutan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

c) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

i. Jam Kerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Jam kerja sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor

71/KMK.01/1996 yaitu:

1) Jam masuk kantor adalah pukul 07.30 waktu setempat
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2) Jam istirahat pada hari senin s.d. kamis adalah pukul 12.15 s.d. 13.00

waktu setempat

3) Jam istirahat pada hari jum’at adalah pukul 11.30 s.d. 13.15 waktu

setempat

4) Jam tutup kantor adalah pukul 17.00 waktu setempat

5) Jam kerja lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

2. Data Khusus

Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Purworejo yaitu berupa data sebagai berikut:

a. Jumlah Wajib pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan

PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh

Tahun Pajak 2011-2013 pada KPP Pratama Purworejo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh data dari

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, yaitu:

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013

No. Tahun Jumlah WP OP Terdaftar Wajib
SPT Tahunan PPh

1 2011 42.679
2 2012 44.470
3 2013 45.439

Sumber: Seksi PDI (2014)
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Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 Tepat Waktu pada
KPP Pratama Purworejo.

No. Tahun Jumlah WP OP Lapor SPT
Tahunan PPh Tepat Waktu

1 2011 27.063
2 2012 31.201
3 2013 32.724

Sumber: Seksi PDI (2014)

b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.

Tabel 5. Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh
dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporan SPT Tahunan PPh Tepat
Waktu.

No. Tahun

Jumlah WP OP
Terdaftar Wajib SPT

Tahunan PPh
Jumlah WP OP Lapor SPT
Tahunan PPh Tepat Waktu

1 2011 42.679 27.063
2 2012 44.470 31.201
3 2013 45.439 32.724

Sumber: Seksi PDI (2014)

1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011.

x 100 %

=
.. x 100 %

= 63, 41 %
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2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012.

x 100 %

=
.. x 100 %

= 69,70 %

3) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013.

x 100 %

=
.. x 100 %

= 74,22 %

c. Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013.

Tabel 6. Presentase Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013.

No. Tahun

Jumlah WP OP
Terdaftar Wajib

SPT Tahunan PPh

Jumlah WP OP
Lapor SPT

Tahunan PPh
Tepat Waktu

Presentase

1 2011 42.679 27.063 63,41%
2 2012 44.470 31.201 69,70%
3 2013 45.439 32.724 74,22%

Rata – rata tingkat kepatuhan 69,11%
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d. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP

Pratama Purworejo.

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan berbagai upaya agar

penerimaan pajak setiap tahunnya dapat tercapai dengan maksimal.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi,

antara lain:

1) Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2) Ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai

prosedur dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Orang Pribadi.

3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Purworejo

e. Upaya KPP Pratama Purworejo untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh.

1) Agar kesadaran Wajib Pajak meningkat dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka dilakukan upaya

sebagai berikut:

a) Penyuluhan Perpajakan

b) Sanksi Perpajakan
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2) Untuk mengatasi wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham

mengenai prosedur dan tata cara dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Memberikan Sosialisasi Perpajakan

b) Menerbitkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak

c) Memberikan Pelayanan Khusus

3) Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia maka Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Purworejo melakukan upaya sebagai

berikut:

a) Drop Box

b) Partisipasi dari mahasiwa Magang

B. Pembahasan

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu

Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi terdaftar Wajib Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun

2011 sebanyak 42.679 Wajib Pajak, tahun 2012 naik menjadi 44.470 Wajib

Pajak dan tahun 2013 naik menjadi 45.439 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak

Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun

2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 1791 Wajib Pajak atau
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4,21% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan

Pajak Penghasilan tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 ke tahun 2013

juga mengalami peningkatan sebanyak 969 Wajib pajak atau 2,18% dari

jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2012.

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi yang melaporkan Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu

mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 terdapat 27.063 Wajib Pajak Orang

Pribadi, tahun 2012 terdapat 31.201 Wajib Pajak Orang Pribadi dan tahun

2013 terdapat 32.724 Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi

yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu pada tahun

2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 4138 Wajib Pajak

Orang Pribadi atau 15,30% dari 27.063 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun

2011, sedangkan pada tahun 2012 ke tahun 2013 juga mengalami

peningkatan sebanyak 1523 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 4,88% dari

31.201 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo

Berdasarkan tabel 6, yaitu presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di

KPP Pratama Purworejo dapat dilihat bahwa:
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a) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu tahun 2011

sebesar 27.063 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi yang terdaftar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

tahun 2011 sebesar 42.679 Wajib Pajak. Untuk tingkat kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Tahun Pajak 2011 yaitu sebesar 63,41%.

b) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu tahun 2012

sebesar 31.201 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi yang terdaftar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

tahun 2012 sebesar 44.770 Wajib Pajak. Untuk tingkat kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Tahun Pajak 2012 yaitu sebesar 69,70%.

c) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu tahun 2013
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sebesar 33.724 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi yang terdaftar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

tahun 2013 sebesar 45.439 Wajib Pajak. Untuk tingkat kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Tahun Pajak 2013 yaitu sebesar 74,22%.

d) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Purworejo Tahun Pajak 2011 sampai dengan

2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tingkat kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi masih rendah yaitu sebesar 63,41%, tahun pajak

2012 sebesar 69,70% dan tahun pajak 2013 sebesar 74,22%. Rata-rata

tingkat kepatuhan dari tahun 2011-2013 yaitu sebesar 69,11%.

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 diukur dengan Pedoman Konversi

Norma Absolut Skala Lima.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 sebesar 63,41%. Berdasarkan

Norma Absolut Skala Lima, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan
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SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 berada di antara 55%-

64% dengan skor kurang.Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2012 sebesar

69,70% dan tahun 2013 sebesar 74,22%.Berdasarkan persentase tersebut,

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2012 dan 2013

diukur dengan Norma Absolut Skala Lima berada di antara 65%-79%

dengan skor cukup. Jika dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak

2011-2013 sebesar 69,11% tergolong dalam kategori Cukup.

4. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama

Purworejo.

a. Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT

Tahunan belum maksimal. Masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan

SPT Tahunan PPh tepat waktu, bahkan ada beberapa Wajib Pajak yang

tidak melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, ada sebagian Wajib Pajak

terutama Wajib Pajak yang baru terdaftar tidak memiliki cukup

pengetahuan mengenai Tata Cara Perpajakan.



53

b. Ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur

dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata

cara melaporkan SPT yang baik dan benar. Ada sebagian wajib pajak

yang paham mengenai SPT tetapi saat pengisian SPT, mereka kurang

teliti dalam perhitungan jumlah PPh bahkan terdapat SPT yang tidak

lengkap. Mereka beranggapan bahwa pelaporan SPT Tahunan terlalu

rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui Undang-undang

perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar

Wajib Pajak.

c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Purworejo

Sumber daya manusia (SDM) tidak berbanding lurus dengan jumlah

Jumlah Wajib Pajak yang semakin tahun semakin bertambah.

Terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan Wajib Pajak merasa

kurang puas dengan pelayanan yang ada. Wajib pajak merasa jenuh

karena harus menunggu antrian yang panjang sehingga Wajib Pajak

menjadi malas, terlambat bahkan tidak mau melaporkan SPT

Tahunannya. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia juga

menyebabkan pengawasan terhadap Wajib Pajak kurang maksimal karena

tidak dapat terkontrol dengan baik.
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5. Upaya KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

a. Agar kesadaran Wajib Pajak meningkat dalam Pelaporan SPT Tahunan

Pajak Penghasilan, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

1) Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan kepada Wajib Pajak yang baru terdaftar agar

paham dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyuluhan kepada Wajib Pajak Terdaftar dimaksudkan agar Wajib

Pajak Terdaftar sadar pajak, peduli pajak dan menjaga komitmen

untuk selalu taat pajak. Penyuluhan ini dilakukan baik secara

langsung maupun tidak langsung, yaitu:

a) Penyuluhan secara langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menyampaikan

informasi atau keterangan mengenai perpajakan. Dalam

penyampaian penyuluhan terdapat dua cara, yaitu:

(1) Secara massal yaitu petugas pajak mendatangi Wajib Pajak

di lembaga atau perusahaan tertentu. Sebelumnya petugas

pajak mengirimkan surat penyuluhan terlebih dahulu.

Petugas pajak memberikan pengarahan dan bimbingan

secara intensif kepada Wajib Pajak dengan memberi materi

mengenai perpajakan. Selain itu, KPP Pratama Purworejo
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juga menyediakan buku petunjuk pengisian SPT Tahunan

PPh yang terlampir pada setiap Formulir SPT Tahunan.

(2) Secara Personal yaitu Wajib Pajak mendatangi Kantor

Pelayanan Pajak atau petugas pajak yang mendatangi

Wajib Pajak. Tugas ini dilakukan oleh Account

Representative dengan memberikan pengarahan mengenai

permasalahan yang dikonsultasikan oleh Wajib Pajak.

Setiap Account Representative mempunyai beberapa Wajib

Pajak yang harus ditanganinya, dimana terhadap Wajib

Pajak tersebut Account Representative berkewajiban untuk

memberikan bimbingan/konsultasi dan melakukan

pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Penyuluhan tidak langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menerbitkan iklan

layanan pajak yang disampaikan melalui media cetak, media

elektronik, media online (internet) dan media luar ruang

(pemasangan baliho, spanduk, dsb). Melalui penyuluhan, Wajib

Pajak akan mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai

pajak sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban

perpajakannya, salah satunya yaitu melaporkan SPT Tahunan

tepat waktu.
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2) Sanksi Perpajakan

KPP Pratama Purworejo menerbitkan surat teguran terhadap

Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya sampai batas

waktu berakhir. Jika surat teguran tersebut belum dipenuhi, maka

Wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan, yaitu sanksi

administrasi berupa bunga atau denda.

b. Untuk mengatasi wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham

mengenai prosedur dan tata cara dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi

1) Melakukan Sosialisasi Perpajakan

Dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif tentang

prosedur dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Orang Pribadi. Misalnya petugas pajak akan mendatangi Wajib

Pajak di instansi atau perusahaan tertentu. Wajib Pajak juga bisa

mendatangi Kantor Pelayanan Pajak di daerahnya. Selain itu,

sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menerbitkan iklan layanan

pajak yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik

dan media online. Tujuan diadakannya penyuluhan agar Wajib

Pajak dapat memahami prosedur dan tata cara pelaporan SPT

dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat

pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi.
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2) Menerbitkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak

Jika menemukan adanya dugaan ketidakbenaran dalam

pelaporan SPT Tahunan berdasarkan data-data yang ada di kantor

pajak, maka KPP Pratama Purworejo akan menerbitkan dan

mengirimkan Surat Himbauan Pembetulan SPT kepada Wajib Pajak

mengenai konfirmasi data dan himbauan untuk melakukan

pembetulan SPT berdasarkan hasil analisis profil Wajib Pajak yang

bersangkutan.

3) Memberikan Pelayanan Khusus

Untuk Wajib Pajak yang kurang teliti atau kurang paham

dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka dapat

berkonsultasi dengansalah satu petugas Account Representative.

Setiap Account Representative berkewajiban untuk memberikan

bimbingan/konsultasi dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak. Kemudian petugas Account Representative akan

memberikan pengarahan mengenai masalah yang dikonsultasikan

oleh Wajib Pajak.

c. Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia maka KPP Pratama

Purworejo melakukan upaya sebagai berikut:

1) Dropbox

Dropbox/Mobil Pajak merupakan inovasi pelayanan dalam

penerimaan SPT Tahunan yang dilaksanakan di pusat keramaian atau
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di kantor-kantor yang telah bekerjasama dengan KPP Pratama

Purworejo. tujuan diadakannya Dropbox adalah agar Wajib Pajak

dapat dengan mudah melaporkan SPT Tahunannya tanpa harus ke

kantor pajak setempat. Selain itu Wajib Pajak juga bisa melaporkan

SPT Tahunannya melalui pos atau e-filling pada website Direktorat

jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa

Aplikasi/Application Service Provider (ASP).

2) Partisipasi Mahasiswa Magang

Dalam menangani pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan,

seluruh petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo ikut

berperan aktif menjadi petugas jaga Tempat Pelayanan Terpadu

(TPT). Mahasiswa magang yang berada di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Purworejo diikutsertakan untuk membantu agar kegiatan ini

dapat berjalan dengan lancar.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan

Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo setiap

tahunnya belum stabil. Berdasarkan Norma Absolut Skala Lima, tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2011 tergolong kurang patuh yaitu

sebesar 63,41%. Sedangkan tahun 2012 sebesar 69,70% dan tahun 2013

sebesar 74,22% tergolong cukup patuh. Rata-rata tingkat kepatuhan wajib

pajak orang pribadi dari tahun 2011-2013 cukup patuh yaitu sebesar 69,11%.

2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan

yaitu:

a. Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

b. Ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur

dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Penghasilan Orang Pribadi

c. Terbatasnya sumber daya manusia di KPP Pratama Purworejo.
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3. Upaya yang dilakukanKPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan yaitu:

a. Memberikan penyuluhan perpajakan baik secara langsung maupun tidak

langsung dan memberikan sanksi bagi Wajib Pajak yang belum

melaporkan SPT Tahunannya sampai batas berakhir.

b. Menerbitkan Surat Himbauan Pembetulan kepada Wajib Pajak agar

segera membetulkan SPT Tahunannya sesuai dengan analisis profil Wajib

Pajak yang bersangkutan dan memberikan pelayanan khusus untuk wajib

pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT

Tahunan yang benar.

c. Adanya Dropbox dan partisipasi dari mahasiswa magang. Wajib Pajak

juga dapat melaporkan SPT Tahunannya melalui pos atau e-Filling pada

website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa

Aplikasi/Application Service Provider (ASP).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Purworejo sebagai berikut:

1. Penyuluhan/sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus ditingkatkan terutama

untuk Wajib Pajak baru yang masih belum paham mengenai prosedur dan

tata cara dalam pelaporan pajak yang sesuai dengan Undang-undang
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perpajakan. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh Wajib

Pajak, diharapkan Wajib Pajak akan paham dan termotivasi dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh dapat meningkat setiap tahunnya

dan target penerimaan pajak tercapai dengan maksimal.

2. Memberikan kemudahan dalam segala pemenuhan kewajiban perpajakan dan

meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak agar semakin berkualitas.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan

kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas standar pelayanan yang

dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan

berkelanjutan.
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